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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitina di atas, peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Biaya Perjalanan Dinas memerlukan 

suatu penegasan didalamnya seperti halnya penerapan Sanksi agar 

kekuatan untuk bisa mencegah segala bentuk pelanggaran dan kejahatan 

yang akan terjadi khususnya dalam mencegah terjadinya kasus Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana yang pernah terjadi Di Provinsi Gorontlo. 

2. Faktor – faktor yang menghambat penerapan/dicantumkannya sanksi pada 

peraturan gubernur tentang biaya perjalanan dinas ialah suatu asusmsi dari 

pemerintah provinsi dalam hal ini yang menyusun peraturan gubernur 

yang mengatakan bahwa masih ada undang – undang dan peraturan daerah 

yang lebih tinggi dari peraturan gubernur tentang biaya perjalana dinas 

sebgaimana yang tertera pada konsiduran peraturan gubernur itu sendiri. 

Selain itu kasus tentang tentang SPPD fiktif yang berujung korupsipun 

memang belum terlalu banyak terjadi di provinsi gorontalo. Tetapi tidak 

mengurangi pengawasan dari pemerintah provinsi itu sendiri. 
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5.2. Saran 

Sebagaimana saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengambl 

kebijakan atau aturan ya di terbitkan dalam hal ini Peraturan Gubernur 

khususnya tentang Biaya Perjalanan Dinas harus memperhatikan prinsip 

kekuatan hukum, dalam artian hukum yang maksud yaitu pada peraturan 

tersebut. Karena melihat kasus koruspsi melalui Perjalanan Dinas yang 

pernah terjadi Di Provinsi Gorontalo yakni pada tahun 2008 sedangkan 

sejak kasus tersebut belum di tegaskan aturan yang membahas Sanki , 

sesuai dengan penjelasan pada pembahasan talah peneliti jelaskan bahwa  

sansi dapat menjadikan pelengkap pada suatu aturan apalagi pada aturan 

yang arahnya merujuk kepada suatu kehatan yang luar biasa, mengingat  

Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas tersebut rentan akan hal-hal 

yang berbau korupsi alangkah baiknya pada penerapannya di tuangkan 

sanki di dalamnya walaupun sanksinya bersifat Administrasi. 

2. Pemerintah harusnya lebih meningkatkan pengawasan dalam hal ini 

pengawasan dalam bidang internal, dalam hal ini yang perlu di tingkatkan 

adalah pengawasan di setiap SKPD yang berada di provinsi Gorontalo 

karena menggingat  masih banyak pelanggaran dalam peraturan Gubernur 

menyangkut perjalanan dinas yang memang belum sampai ke pihak 

pengawasan eksternal atau dalam hal ini BPK atau kejaksaan , akan tetapi 
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yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran meskippun sifatnya haya 

berskala kecil alangkah baiknya hal tersebut tidak luput untuk di berantas. 

3. Pada Peraturan Gubernur selanjutnya menyangkut atau memuat tentang 

sistematika keuangan Negara kususnya pada peraturan Gubernur tentang 

Biaya Perjalanan Dinas Di Provinsi Gorontalo juga memuat ketentuan 

tentang sanksi didalamnya agar dapat memberi efek prefentif yang lebih 

pada peraturan gubernur tersebut.  
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